
 
 

 

 

WALI KOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU 

NOMOR   37   TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 59 
TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

KOTA BANJARBARU TAHUN 2022-2026 
 

WALI KOTA BANJARBARU, 

Menimbang : a. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung 
capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing 
Indonesia dalam kancah internasional belum optimal 
sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat 
dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level 
dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi 
birokrasi; 

 b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan 
penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi 
terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan 
reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan 
reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi 
birokrasi; 

 c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 
59 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi  
Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022-2026; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan 
Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2022 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi  Pemerintah Kota Banjarbaru 
Tahun 2022-2026; 

   Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3822); 

 

 

 

2. Undang-Undang... 

SALINAN 



 
 

 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6841); 

 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6841); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

 8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025; 

 

9. Peraturan Menteri... 



 
 

 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; 

 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan 
Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah; 

 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara 
Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 233); 

 13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru 
Tahun 2021 Nomor 7); 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 59 TAHUN 
2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022-2026. 

 

Pasal I  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 
2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru 
Tahun 2022 - 2026 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 59) 
diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 1 di tambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6 sehingga 

Pasal 1 berbunyi: 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota 
Banjarbaru. 

 

 

4. Reformasi... 



 
 

4. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat 
tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan 
langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sunguh-sungguh, berpikir 
diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dengan upaya luar 
biasa. 

5. Road Map Reformasi Birokrasi adalah Bentuk Operasional Grand 
Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) 
tahun sekali dan merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi dari 
satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan 
sasaran pertahun yang jelas. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah. 

 
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3A 
SKPD menyusun rencana aksi sesuai dengan Road Map Reformasi 
Birokrasi Perubahan 2022-2026.  

 
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

Pasal II 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaaru. 
    

Ditetapkan di  Banjarbaru 
pada tanggal  6 Juni 2023      

WALI KOTA BANJARBARU, 
 
 TTD 

 
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN 

    
       

Diundangkan di Banjarbaru 

pada tanggal  6 Juni 2023 

SEKRETARIS DAERAH, 

TTD 

SAID ABDULLAH 

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 37 

 


